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PUTUSAN

Nomor 2038/Pdt.G/2020/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat dan tanggal lahir  Samarinda, 22 September 1998,

agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota

Samarinda sebagai  Penggugat,   

melawan

Tergugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Samarinda,  02  Desember  1988,

agama Islam,  pekerjaan Swasta,  Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan

Sungai Pinang, Kota Samarinda;  sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi

di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Samarinda,  dengan  Nomor  2038/Pdt.G/2020/PA.Smd,

tanggal 01 Desember 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada

tanggal  22  April  2018,  dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sebagaimana

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  0328/082/IV/2018 tanggal 24 April

2018;  
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2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Slamet Riyadi Kota

Samarinda selama 1  tahun,  kemudian berpindah dan terakhir  kembali  ke

rumah orangtua Penggugat di Jalan Slamet Riyadi Kota Samarinda selama 8

bulan;  

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah

dikaruniai 1 anak bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 17 Mei 2020 dan

anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;  

4. Bahwa sejak bulan  April tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut  dikarenakan

Tergugat memiliki sifat emosi/mudah marah dan cepat tersinggung, sehingga

setiap  kali  Penggugat  memberikan  nasehat  kepada  Tergugat,  Tergugat

langsung  marah  dan  apabila  Tergugat  marah,  Tergugat  langsung  pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  dengan  membawa  pakaian-pakaian

Tergugat,  berawal  dari  Tergugat  yang  pernah  membohongi  Penggugat

bahwa Tergugat mengatakan sudah bekerja, padahal saat itu Tergugat belum

bekerja,  hingga  akhirnya  Penggugat  mengetahui  kebohongan  Tergugat

tersebut,  hal  tersebutlah  yang  akhirnya  sering  membuat  Tergugat  mudah

marah apabila setiap kali Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat,

namun  Tergugat  tidak  mau  berubah,  dan  Tergugat  masih  saja  bersikap

demikian;  

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi  pada bulan Oktober tahun 2020, yang akibatnya

Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu

antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana

layaknya pasangan suami istri yang sah;  

8. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan tidak  sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama
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Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan

Agama Samarinda;  

9. Bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak untuk ke-1 orang

anak tersebut agar bisa di  asuh oleh Penggugat,  karena Tergugat kurang

bertanggung jawab atas anak Penggugat Tergugat tersebut,  dan Tergugat

juga pernah mengancam ingin memngambil anak Penggugat Tergugat, dan

agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat

Penetapan Penguasaan Anak tersebut;   

      Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Penggugat  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Samarinda,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMER

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.   Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap

Penggugat, Penggugat;  

3.   Menetapkan  pengasuhan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan

Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat, yang bernama Anak,

lahir di Samarinda tanggal 17 Mei 2020, untuk di asuh oleh Penggugat;  

4.   Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  semua

biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  

 SUBSIDER

             Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan  Tergugat  telah  hadir,  dan  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

dengan mediator Kamsiah,S.H.,M.H.,C.M Mediator Bersertifikat yang beralamat

di jalan Ir. H. Juanda No.64 Samarinda, sebagaimana laporan mediator tanggal

15 Desember 2020,  akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa  atas  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengr

jawabannya karena tidak menghadiri persidangan-persidang selanjutnya;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Penggugat  telah  mengajukan

bukti  berupa:

A. Surat:

1.  Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 0328/082/IV/2018 tanggal  24

April  2018  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dicatat  dan

dikeluarkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama

Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, telah bermeterai cukup

dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran   Nomor  6472-LU-25052020-0005

Tanggal 27 Mei 2020 atas nama ANAK yang dicatat dan dikeluarkan

oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota

Samarinda,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling, yang  oleh

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi

tanda P2;

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota

Samarinda,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut: 

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah

saudara  seibu  Penggugat,  sedangkan  Tergugat  adalah  suami

Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal membina rumah tangga di Kota Samarinda;  
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- Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai anak 1 ( satu ) orang;

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan  baik  dan rukun,  namun sejak lebih kurang sejak

April  2019   yang  lalu  rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus;

- Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  sering

berbohong kepada Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi tinggal satu rumah dengan

Penggugat dan saksi melihat   sendiri, tentang peristiwa perselisihan

dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Oktober 2020 yang lalu;

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa  selama  hidup  berpisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak

pernah memberikan nafkah wajibnmya kepada Penggugat.

- Bahwa  selama  hidup  berpisah  tempat  tinggal  tersebut,  untuk

kehidupan sehari- hari Penggugat dan anaknya dibantu oleh saudara

saudara Penggugat

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat namun tidak berhasil;  

2. Saksi  II,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Swasta,  tempat tinggal  di  Kecamatan Samarinda Ulu,  Kota

Samarinda,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut: 

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah

sahabat  Penggugat,  sedangkan Tergugat  adalah suami  Penggugat

yang saksi kenal sejak tahun 2011 lalu;
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- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  membina  rumah  tangga  di  Jalan  Slamet  Riyadi  Kota

Samarinda; 

- Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan Tergugat  telah

dikaruniai anak 1 ( satu ) orang; 

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan  baik  dan rukun,  namun sejak lebih kurang sejak

April  2019   yang  lalu  rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus;

- Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  sering

menimnggalkan Tergugat sendiri di rumah bahkan sering menitipkan

Penggugat kepada saksi ; 

- Bahwa, saksi mengetahui karena Tergugat sering curhat kepada

saksi saat Penggugat dititpkan Tergugat di rumah saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Oktober 2020 yang lalu;

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa  setahu  saksi  selama  hidup  berpisah  tempat  tinggal

Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  wajibnmya  kepada

Penggugat.

- Bahwa  selama  hidup  berpisah  tempat  tinggal  tersebut,  untuk

kehidupan sehari- hari Penggugat dan anaknya dibantu oleh saudara

saudara Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat namun tidak berhasil;  

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara

maksimal  agar  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  kembali,  namun  tidak

berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah

dilakukan  oleh  Mediator  Kamsiah,S.H.,M.H.,  namun  tidak  berhasil  sesuai

laporan  mediator  bertanggal  15  Desember  2020  yang  menyatakan  bahwa

mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah

Agung  RI.  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi,  telah  terpenuhi

dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada

pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

memiliki sifat emosi/mudah marah dan cepat tersinggung, sehingga setiap kali

Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat,  Tergugat langsung marah

dan  apabila  Tergugat  marah,  Tergugat  langsung  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman dengan membawa pakaian-pakaian Tergugat, berawal dari Tergugat

yang  pernah  membohongi  Penggugat  bahwa  Tergugat  mengatakan  sudah

bekerja, padahal saat itu Tergugat belum bekerja, hingga akhirnya Penggugat

mengetahui  kebohongan  Tergugat  tersebut,  hal  tersebutlah  yang  akhirnya

sering  membuat  Tergugat  mudah marah,  telah  berpisah tempat  sejak  bulan

Oktober  2020,  dan  selama  pisah  tersebut  sudah  tidak  ada  hubungan  lagi

sebagaimana layaknya suami isteri; 
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Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak

dapat didengar jawabannya karena tidak menghadiri sidang sidang selanjutnya

kendatipun telah dipanggil dengan patut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan,

maka  pokok sengketa dalam perkara ini dapat  dirumuskan sebagai berikut : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah  benar  Penggugat  dan Tergugat  sering  berselisih  dan  bertengkar

karena Tergugat memiliki sifat emosi/mudah marah dan cepat tersinggung,

sehingga  menyebabkan  terjadinya  pisah  tempat  yang  tidak  dapat

didamaikan lagi ? 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya

tentang dalil-dalil  gugatan Penggugat,  yaitu  tentang adanya perselisihan dan

pertengkaran  yang  diakhiri  dengan  pisah  tempat  karena  tergugat  sering

emosional  dan pergi  meninggalkan rumah,  tidak  berarti  dengan serta  merta

gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan

Pasal  311  R.Bg.,  bahwa  pengakuan  dimuka  sidang  merupakan  bukti  yang

lengkap dan sempurna, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian,

dimana  perkara  perceraian  itu  adalah  masuk  dalam  kelompok  hukum

perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan

(zaken recht) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor   863  K/Pdt/1990,  tanggal  28  Nopember  1991

tidaklah  dibenarkan  dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada

adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan

timbulnya kebohongan besar  (de grote langen) ex Pasal 208 BW., karenanya

untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  Majelis  Hakim

memandang perlu  mendengarkan keterangan saksi  terutama saksi  keluarga

atau orang  dekat  dari  kedua  belah pihak; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P-2.) berupa kutipan akta nikah dan akta

kelahiran anaknya, dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan

telah memenuhi  maksud Pasal  285 R. Bg.,  karenanya mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)

orang saksi yang diajukan Penggugat; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari

Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang

dibawah  sumpahnya,  keterangannya  didasarkan  kepada  penglihatan  dan

pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti

tersebut diatas maka saksi-saksi  dan keterangannya tersebut  dapat  diterima

sebagai  bukti  mengingat  Pasal  76 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

Pasal 307, 308, 309 RBg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan alat-alat bukti yang

diajukan dalam perkara a quo,  Majelis  Hakim mengkonstatir  adanya hal-hal

yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah  menjadi dalil

yang tetap, yaitu : 

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum

Pengadilan  Agama  Samarinda  terbukti  keterangan  Penggugat,  Tergugat

serta keterangan saksi-saksi; 

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  ternyata  adalah  suami  isteri  yang  telah

kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama

Islam yang menikah pada pada hari Minggu tanggal 22 April 2014. terbukti

dengan bukti P-1 dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Bukti P-2., dan

keterangan  saksi-saksi,  oleh  karenanya  Penggugat  dan  Tergugat

merupakan  orang  yang  mempunyai  kepentingan  (legal  standing) dalam

perkara ini; 

3.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sekarang sudah tidak  harmonis,  karena

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  sebagaimana  dibuktikan

dengan  adanya  sikap  Penggugat  yang  sudah  bersikukuh  untuk  bercerai

dengan Tergugat; 
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4.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Oktober

2020,  yang  hingga  kini  telah  berlangsung  selama  lebih  kurang  3  bulan,

selama  itu  sudah  tidak  saling  menghiraukan  lagi  dan  tidak  pernah  lagi

melakukan hubungan layaknya suami istri; 

    Menimbang, bahwa meskipun dalil  Penggugat a quo tentang adanya

perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tidak

dibantah  oleh  Tergugat,  akan  tetapi  sesuai  dengan   ketentuan  Pasal  22

Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena

alasan  perselisihan/pertengkaran  yang  terus  menerus,  Pengadilan  harus

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri; 

Menimbang,  bahwa  dalam  keterangan  saksi-saksi  yang  merupakan

saksi  dari  Penggugat,  menyatakan  bahwa  rumah  tangga  Pengugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  harmonis  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

bahkan  sudah  berpisah  tempat  tinggal.  Dan  saksi-saksi  juga  mengetahui

secara langsung akibat  dari  perselisihan tersebut,  yakni  berpisahnya tempat

tinggal  Penggugat  dan  Tergugat,  baik  pada  peristiwa-peristiwa  sebelumnya

maupun  pada  peristiwa  terakhir  yang  menjadi  klimaks  hingga  diajukannya

gugatan ini; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  :  38/K/AG/1990  tanggal  5  Oktober

1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  Pasal  116 Kompilasi  Hukum

Islam,  dimana  doktrin  yang  harus  diterapkan  dalam  perkara  perceraian

bukanlah  “matri  monial  guilt“  tetapi  “broken  marriage” atau “az-zawwaj  al-

maksuroh”  (pecahnya  rumah  tangga),  sehingga Pengadilan  tidak  mencari

kesalahan  siapa  yang  menjadi  pemicu  adanya  perselisihan,  akan  tetapi

haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri; 

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta

sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan

dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai  dengan

sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
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39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum  Islam  yang  dapat  menjadi  salah  satu  alasan  diajukannya  gugatan

perceraian yakni  “antara suami dan isteri  terus-menerus terjadi  perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan

berdasarkan hukum; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keadaan  senyatanya  sebagaimana

terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,

antara lain  antara Penggugat dan Tergugat  sering berselisih  dan bertengkar

bahkan telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut

terhitung  Oktober  2020,  dan  selama  pisah  sudah  tidak  ada  hubungan  lagi

layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah  pecah dan  terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang

tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  atau rumah tangga

yang  sakinah  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  dikehendaki  dalam  Al-

Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak

dapat  diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat  dan Tergugat,  karenanya

Majelis  Hakim berpendapat  bahwa apabila  perkawinan yang demikian  tetap

dipertahankan  maka  pihak  yang  menginginkan  perceraian  akan  berbuat

sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut

dikhawatirkan  jika  dipertahankan  akan  menimbulkan  madhorot  (penderitaan)

yang  berkepanjangan  bagi  para  pihak  karena  tidak  terlaksananya  hak  dan

kewajiban  mereka  sebagai  suami  isteri  secara  baik,  oleh  karena  itu  sudah

sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan)  agar masing-masing

pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang

demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah

Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi : 

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء
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Artinya :  “Menolak  kemafsadatan itu  adalah lebih  utama dari  pada menarik

kemaslahatan”; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

Majelis  Hakim dalam permusyawaratannya  berpendapat  gugatan Penggugat

telah  terbukti dan memenuhi alasan perceraian  sebagaimana  dimaksud dalam

penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat pada petitum

angka 2 patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa petitum Penggugat tentang pemeliharaan anak yang

bernama Kaiva Roman Khalik lahir pada tanggal 17 Mei 2020, masih sangat

memerlukan  kasih  sayang  ibu  sehingga  patut  apabila  petitum  tersebut  di

kabulkan;  

Menimbang,  bahwa perkara  ini  adalah ”cerai  gugat”  termasuk bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat; 

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam

putusan ini, oleh majelis hakim dianggap dikesampingkan;

Mengingat, dan memperhatikan segala  peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat, (Tergugat) 

terhadap Penggugat, (Penggugat);

3. Menetapkan anak bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 17

Mei 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat;

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp

364.000,00  (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah );
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  12  Januari  2021  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  28Jumadil  Awal  1442 Hijriah, oleh  kami  Drs.  H.

Syahruddin, S.H., M.H.  sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.  dan

Dra.  Juraidah  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah
Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp  30.000,00 
   2.  Proses  Rp  50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp265.000,00 
  4.  Redaksi  Rp  10.000,00 
  5.  Meterai  Rp    9.000,00 

    Jumlah Rp364.000,00
    ( tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah ) 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


